
KEM NTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERPL URAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
' NOMOR PER-19 /PB/2015 

TENTANG 

TATA CA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA 
BELANJA PENS N YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN 

PT ASABRI (PERSERO) 

Menimbang 

Mengingat 

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, 

b hwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 13, dan 
P sal 2i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015 
te tang .. Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan 
P rtanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan 
ol h PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), perlu 
m netapkan Pera~ran Direktur Jenderal Perbendaharaan 
te tang ', Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana 
B lanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan 

Asabri (Persero); 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nombr 4286); 

3. Undfng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

' 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik !ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
103,' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5423); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 
tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
88 /PMK.06 /2009; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2010 
tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks 
Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta 
Api (Persero); . · 



Menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.OS/2012 
B. tentahg Tata Cara Pembayaran . Dalam ~angka Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan BelanJa Negara, 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05f2012 9

' tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus sebagatmana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
221/PMK.OS/2013; 

1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.OS/2014 
tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga; 

1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015 tentang 
Tata• Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan 
Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang 
Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asa bri 
(Persero); 

MEMUTUSKAN: 

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
TATA CARA . PENCAIRAN DAN 

P RTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENSIUN YANG 
D LAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI 
( RSERO). 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

D am Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 

1. Dana Belanja f>ensiun adalah dana yang sebagian atau 
seluiuhnya berstimber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang digunakan untuk membayar pensiun, tunjangan 
anak yatim/piatu, tunjangan anak yatim piatu, tunjangan 
orang tua, uang tunggu, uang duka wafat, pensiun terusan, 
tunjangan cacat, tunjangan veteran, dan dana kehormatan 
veteran. 

2. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima 
pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang
undangan. 

3. Pen<frima Pensiun adalah mantan Pegawai Negeri Sipil, 
mantan prajurit Tentara Nasional Indonesia, mantan anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, mantan Pejabat 
Negara, dan janda/dudanya yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan berhak menerima Pensiun. 

4. Penerima Tunjangan adalah anak yatim/piatu Penerima 
Pensiun, anak yatim piatu Penerima Pensiun, tunjangan 
orang tua prajurit Tentara Nasional Indonesia, tunjangan 
orang tua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan 
janda/ dudanya, Perin tis Pergerakan Kebangsaan/ 
Kemerdekaan, dan anggota Veteran Republik Indonesia serta 
penyandang cacat yang berdasarkan peraturan perundang
undangan berhak menerima Pensiun. · 
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Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara U~um Negara yang 
5. selanjutnya disingkat KPA BUN adalah ~eJab~t pada satuan 

kerja~ dari masing-masing PPA BUN ba.1k d1 . kantor pu~at 
maupun kantor daerah atau satuan kerja d1 Kei?entena~ 
NegarajLembaga yang memperoleh penugasan dan Menten 
Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan .tan~ng 
jawab pengelolaan anggaran yang berasal dar1 Bag~an 
Anggaran Bendahara Umum Negara. 

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkp~t/Kppp~ 
adalan pejabat yang melaksanakan k~wenangan n. n. 
untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perinta~ Membayar ~an~ 
selanjutnya disebut PPSPM adalah peJabat yang d1ben 
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas 
permintaan pembayaran dan menerbitkan pe~ntah 
pembayaran. 

8 Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
dismgkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang 
dig\lnakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

9 Daftar Pembayara.n yang selanjutnya disebut Dapem adalah 
daftar nominatif yang dibuat oleh Kantor Cabang PT Taspen 
(Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagai sarana pembayaran 
pensiun. 

1 . Dapem Induk adalah Dapem yang dipergunakan sebagai 
sarana pembayaran pensiun bulanan. 

11. Da~em Susulan adalah Dapem yang dipergunakan sebagai 
sarana pembayaran pensiun yang belum dimasukka.n dalam 
Dapem Induk. 

1 . Non Dapem adalah pembayaran pensiun yang tidak dapat 
dimasukkan dalam Dapem Induk dan Dapem Susulan untuk 
pembayaran pensiun pertama, uang duka wafat, pensiun 
lanjutan, pembayaran kembali pensiun yang tidak diambil, 
dan! uang kekurangan pensiun. 

1 . Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya 
disihgkat SPT JM adalah surat yang dibuat oleh PT Taspen 
(Persero) dan PT Asabri (Persero) yang memuat pernyataan 
bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja 
pensiun telah dihitung dengan benar dan disertai 
kes~nggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila 
terdapat kelebihan pembayaran di akhir tahun anggaran. 

1 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya 
disingkat SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja 
yang dibuat oleh PPK berdasarkan kuitansi pernbayaran 
bel~ja pensiun yang disampaikan oleh PT Taspen (Persero) 
dan PT Asabri (Persero). 

1 . Alimentasi adalah potongan uang pensiun dalam rangka 
pemberian nafkah kepada anak atau mantan isteri penerima 
pensiun yang diberikan atas dasar putusan pengadila.n yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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